










































dari website Kementerian Sekretaris
Negara RI menunjukkan bahwa







akibat pengaruh ekonomi global.
Menyadarihalini,Pemerintah terus
















(trauma 1998), sekaligus juga
mempercepat pembangunan maka
PemerintahmengeluarkanPerpresNo.32




dipahamioleh 3 pilarpelaku MP3EI









dan pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian untuk menetapkan
kebijakan sektoral dalam rangka
pelaksanaanpercepatandanperluasan
pembangunan ekonomi Indonesia di
bidang tugas masing-masing, yang
dituangkan dalam dokumen rencana
strategis masing-masing
kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian sebagai bagian dari
dokumen perencanaan pembangunan;
dan (i) acuan untuk penyusunan
kebijakan percepatan dan perluasan
pembangunanekonomiIndonesiapada
tingkat provinsi dan kabupaten/kota
terkait.Jadidokumen MP3EIadalah















pilar tersebut dan jika disinergikan
tentunya akan dapat mempercepat
pencapaiantujuannyayaitupercepatan
dan perluasan pembangunan ekonomi
Indonesia. Percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi ini dilakukan
melaluipengembangan8programutama
yaitu pertanian,pertambangan,energi,











dan terhubung secara global(localy




utama di setiap koridor ekonomi.
Tentunya,dengan melihatantusiasme
pemerintahRIatasprograminimakaada




terutama bilamana dikaitkan dengan
karakteristik Wilayah Propinsi Nusa
TenggaraTimur(NTT)sebagaisebuah
propinsikepulauan sekaligus propinsi










Perwujudannya dapat dimaknai dengan
pendefinisianperanstrategismasing-masing
pulau besaryang nantinyamembentuk6
koridor ekonomi. Dengan demikian,
pengembangan6koridorekonomi(Gambar1)
harus diselenggarakan secara terintegrasi,
tidakterpisah-pisahuntukmemaksimalkan













ekonomi berikut sebaran kegiatan
utamanyaadalah:






2.Koridor Jawa, dengan tema
pembangunannya yakni pendorong
industridanjasanasional.Sebaran

























pangan, perikanan, energi dan
pertambangan nasional, dimana
sebarankegiatanutamakoridorini




sesungguhnya diharapkan ke-3 pilar

















ekonomitentunya tidak terlepas dari


















Deal”, hasilnya adalah: mampu
memberitambahan lapangan kerja




1930-an, tetap fokus untuk
membangunjalan,tanggul,dankanal.






negara lain,bahkan Negara Asean





Gambaran diatas sesungguhnya hanya
sebagiankecilfaktayangbukanuntuk
menakuti tetapi untuk menunjukkan
betapapentingnyainfrastruktursebagai
alat pengembangan wilayah

















sangat kuat dengan tingkat
perkembangan wilayah, antara lain
dicirikanolehlajupertumbuhanekonomi
dan kesejahteraan masyarakat. Hal
tersebutdapatdilihatdarikenyataan
bahwa daerah yang mempunyai
kelengkapan sistem infrastrukturyang
lebih baik, mempunyai tingkat laju
pertumbuhanekonomidankesejahteraan
masyarakatyang lebih baikpula,bila








infrastruktur transportasi di tingkat
propinsi/kabupaten/kota membutuhkan








perencanaan strategis terkait dengan
sistem transportasi wilayah. Dalam

























Daerah maka akan terjadiperubahan












tantangan tersendiri bila keinginan
pemerintah Kabupaten/Kota sebagai
pemilikdaerahotonomdengankeinginan
”mengatur rumah tangganya sendiri”
dengan kebijakan pengembangan
































diwujudkan sekaligus. Untuk itu,
pelaksanaan pembangunan harus
dilakukan seara bertahap sesuai
dengan prioritas. Butir ini
mengimplikasikan perlunya








Untuk menyusun daftar prioritas
tersebut,dibutuhkan adanya sejumlah
krirteriayangmampumenyeleksiusulan





sejumlah kepentingan dan sejumlah




Berpulang pada keterkaitan antara
kebijakanpengembangantataruang,MP3EI
dan sistem jaringan transportasi dan
berlakunyaotonomidaerah,makastrategi





bottom-up sehingga lebih mencerminkan
adanya demokratisasi dalam proses
pengambilan kebijakan dan desentralisasi
wewenangpemerintahan.Selainitu,strategi
kebijakanpengembangansistemtransportasi
wilayah (sebagai tulang punggung
pengembangan ekonomi wilayah) yang
melibatkan banyak pihak sebagaisuatu

















ekonomi secara nasional. Hal ini
menunjukkan aspek perencanaan yang





dan tingkat di bawahnya sebaiknya
dilakukan sebagai gabungan antara
pendekatanbottom-updengantop-down.
Secara top-down masalah dapat
didentifikasidarikesenjangan antara
kondisi yang menjadi harapan/tujuan
dengankondisiyangterjadisekarang.Bila
dinginkanterukur,makacakupantujuan




kinerja sistem.Secara umum usulan
konsep dapat divisualisasikan melalui




Kabupaten/Kota yang akan menjadi







dihadapkan kepada sejumlah variabel
yangkomplekssesuaisifatke-multi-an
dari sistem transportasi. Setidaknya
keputusanyangdiambilharusmampu
mencerminkan adanya kompromi, di















yang ditimbulkan dari usulan-usulan
pengembanganyangdiajukan.Disamping
itu, dalam konteks pengembangan
wilayah,sistem transportasiharuspula
dilihat kinerjanya dalam mendukung
pengembangan kawasan andalan yang
ditetapkan.
Analisis Multi Kriteria (Multi Criteria
Analysis)merupakanalternatifteknikyang
mampu menggabungkan sejumlah kriteria
denganbesaranyangberbeda(multi-variable)
dan dalam persepsipihak terkait yang
bermacam-macam (multi-facet). Dalam
penelitianiniteknikanalisismultikriteria
digunakan untuk menganalisis dan







diperkirakan kinerjanya sepanjang waktu
tinjauan.Tampilan kinerja tersebutakan
dinilaiolehparapakar(expertjudgement)




dipersepsikan kepada para pengambil
keputusan didaerah untuk menghasilkan
bobotrelatiftingkatkepentinganantarkriteria.














ekonomi secara nasional. Hal ini
menunjukkan aspek perencanaan yang





dan tingkat di bawahnya sebaiknya
dilakukan sebagai gabungan antara
pendekatanbottom-updengantop-down.
Secara top-down masalah dapat
didentifikasidarikesenjangan antara
kondisi yang menjadi harapan/tujuan
dengankondisiyangterjadisekarang.Bila
dinginkanterukur,makacakupantujuan




kinerja sistem.Secara umum usulan
konsep dapat divisualisasikan melalui




Kabupaten/Kota yang akan menjadi







dihadapkan kepada sejumlah variabel
yangkomplekssesuaisifatke-multi-an
dari sistem transportasi. Setidaknya
keputusanyangdiambilharusmampu
mencerminkan adanya kompromi, di















yang ditimbulkan dari usulan-usulan
pengembanganyangdiajukan.Disamping
itu, dalam konteks pengembangan
wilayah,sistem transportasiharuspula
dilihat kinerjanya dalam mendukung
pengembangan kawasan andalan yang
ditetapkan.
Analisis Multi Kriteria (Multi Criteria
Analysis)merupakanalternatifteknikyang
mampu menggabungkan sejumlah kriteria
denganbesaranyangberbeda(multi-variable)
dan dalam persepsipihak terkait yang
bermacam-macam (multi-facet). Dalam
penelitianiniteknikanalisismultikriteria
digunakan untuk menganalisis dan







diperkirakan kinerjanya sepanjang waktu
tinjauan.Tampilan kinerja tersebutakan
dinilaiolehparapakar(expertjudgement)




dipersepsikan kepada para pengambil
keputusan didaerah untuk menghasilkan
bobotrelatiftingkatkepentinganantarkriteria.













yang dampaknya bersifat multi-
dimensional.Kemultianpenyelenggaraan
sistem transportasi,tidakhanyaterkait
dengan sistem multi-moda yang
menyatukan serangkaian moda
transportasi:darat,laut,danudara,tetapi
dalam perencanaannya juga harus
mencerminkan keputusan yang dapat
diterimasemuapihakyangmemilikicara
pandang yang berbeda (multi-facet),
dengan mempertimbangkan variabel
















pemerintah pusat telah mendelegasikan
sejumlahkewajibanpelayananmasyarakat
kepadapemerintahdaerah.Dalam halini
untuk menjaga terpenuhinya kualitas
pelayanan kepada masyarakat,khususnya
yang terkait dengan transportasi jalan,
instansiteknisterkait(KementerianPU)telah
mengeluarkan SPM (standar pelayanan
minimum) jalan. SPM jalan inisecara
konseptualdiharapkanmenjadisalahsatu





























































































































oleh pengguna. Basis SPM
dikembangkandaritigakeinginandasar
penggunajalan,yakni:
(1) kondisi jalan yang baik
(tidakadalubang)






Aspek aksesibilitas terkait dengan
kemudahan suatu wilayah untuk
dijangkau,tentusajadalamhalinimelalui
jaringanjalanyangada.Dalampengertian
tersebut,maka satuan SPM-nya pun
berupaproporsiantarapanjangjalanyang
tersediadenganluasanwilayahdaratan





aspek aksesibilitas atau lebih dikenal
sebagaiindeksaksesibilitasdivariasikan
berdasarkan kepadatan penduduk di
wilayahtersebut,artinyabahwatingkat
kepadatanpendudukyangberbedadari

































342,138 84 1,165 0.29 0.05 + 0.24
2 KabupatenSumbaTimur 7,000.5
0
179,014 26 1,390 0.20 0.05 + 0.15
3 KabupatenKupang 7,178.2
6










190,034 71 1,009 0.38 0.05 + 0.33
6 KabupatenBelu 2,445.5
7
259,171 106 920 0.38 0.15 + 0.23
7 KabupatenAlor 2,864.6
0
158,188 55 1,279 0.45 0.05 + 0.40
8 KabupatenFloresTimur 3,079.2
3
283,770 92 1,265 0.41 0.05 + 0.36
9 KabupatenSikka 1,731.9
2
256,176 148 980 0.57 0.15 + 0.42
10 KabupatenEnde 2,064.6
2
231,348 112 1,026 0.50 0.15 + 0.35
11 KabupatenNgada 3,037.8
8
218,282 72 1,355 0.45 0.05 + 0.40
12 KabupatenManggarai 7,136.4
0
593,290 83 2,324 0.33 0.05 + 0.28
13 KotaKupang 160.34 221,095 1,379 563 3.51 1.5 + 2.01










km/km2).Artinya bahwa disetiap km2
wilayahdipropinsiNTThanyatersediajalan
kuranglebih0,35km.Katakanlahruasjalan
yang ada tersebut dianggap lurus dan
terdistribusimeratadiseluruhwilayahmaka
jaringan jalan yang ada akan tidak




terhubungkan dengan wilayah lainnnya.
Dengankatalain,sebenarnyadiPropinsiNTT






lindung (yang memang akseskewilayah
tersebutdibatasi)dankemudianmemeriksa
keterhubungan wilayah yang dapat





Aspek mobilitas terkait dengan











divariasikan menurut PDRB perkapita
penduduk diwilayah yang bersangkutan,
artinyabahwasemakintinggiPDRBsuatu














Jumlah Perkapita (km) Eksisting Minimum +/- Deviasi
1 KabupatenSumbaBarat 170,653 0.50 1,165 3.41 0.2 + 3.21
2 KabupatenSumbaTimur 164,803 0.92 1,390 7.76 0.2 + 7.56
3 KabupatenKupang 349,302 0.90 1,918 4.93 0.2 + 4.73
4 Kabupaten Timor Tengah
Selatan
218,175 0.57 1,602 4.16 0.2 + 3.96
5 Kabupaten Timor Tengah
Utara
126,363 0.66 1,009 5.31 0.2 + 5.11
6 KabupatenBelu 165,784 0.64 920 3.55 0.2 + 3.35
7 KabupatenAlor 111,657 0.71 1,279 8.09 0.2 + 7.89
8 KabupatenFloresTimur 175,972 0.62 1,265 4.46 0.2 + 4.26
9 KabupatenSikka 190,689 0.74 980 3.83 0.2 + 3.63
10 KabupatenEnde 183,479 0.79 1,026 4.43 0.2 + 4.23
11 KabupatenNgada 159,945 0.73 1,355 6.21 0.2 + 6.01
12 KabupatenManggarai 317,277 0.53 2,324 3.92 0.2 + 3.72
22 KotaKupang 479,291 2.17 563 2.55 1.0 + 1.55













masih cukup rendah hanya sekitar35%
dibandingkan dengan kondisidiseluruh






di Propinsi ini terdapat 3 kota pada
Hirarki/Jenjang I, 14 kota dengan
Hirarki/Jenjang I,dan 29 kota dengan
Hirarki/JenjangII.SelainitupropinsiNTT
juga berbatasan dengan PropinsiNTB di
sebelahbaratdandisebelahtimurdengan
PropinsiMalukudanNegaraTimorLeste.
Pedoman untuk menentukan fungsijalan
yang menghubungkan kota-kota tersebut
dilakukandarihirarkikotayangtertinggiyang



















ada akan dihubungkan dengan lintas
penyeberangandenganfungsiyang sama
sepertifungsijalanyangdihubungkannya.
Dengan menggunakan pengertian tersebut
maka idealisasi konsep pengembangan
infrastrukturtransportasisecara skematis






Berdasarkan paparan makalah ini
makadapatdisimpulaknbahwa:
1.Dokumen MP3EIsesungguhnya harus
dipahamioleh 3 pilarpelaku MP3EI















terhadap luas wilayah dan kepadatan
penduduk, kebutuhanjaringanjalannya
telah mencukupi atau diatas nilai
minimum yangditetapkandalam SPM




jalan untuk setiap Kabupaten/Kota di
PropinsiNTT berada pada tingkatan





rendah yakni hanya sekitar 35%
dibandingkandengankondisidiIndonesia
yangsaatinitelahmencapaisekitar2,1








kepulauan, sehingga perlu dipikirkan
aspekmultimodayangmantapsebagai
cirijaringantranspotasidiPropinsiNTT















daerah perbatasan, maka perlu
dipertimbangkan untuk pengembangan
kawasandiMorotaing,Apui,Wini,Oelolok
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